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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa untuk peningkatan kemampuan industri dalam
memenuhi kebutuhan gula nasional melalui penanaman
modal di bidang industri gula dan untuk memperoleh
nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber
daya nasional, perlu memberikan fasilitas nonfiskal,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, fasilitas
nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
diberikan bagi pembangunan industri gula;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas
Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan

Industri Gula;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6016);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/
PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/
PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan
Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda
Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1212);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA.

BAB I
UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gula Kristal Mentah adalah gula yang dipergunakan
sebagai bahan baku industri gula kristal rafinasi
dan/atau industri gula kristal putih yang termasuk Pos
Tarif/HS 1701.13.00 dan 1701.14.00 atau
perubahannya, yang juga disebut raw sugar.

Gula Kristal Rafinasi adalah gula yang dipergunakan
sebagai bahan baku industri makanan, minuman, dan
farmasi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.10
atau perubahannya, yang juga disebut refined sugar.
Gula Kristal Putih adalah gula yang dipergunakan untuk
kebutuhan konsumsi masyarakat yang termasuk dalam
Pos Tarif/HS 1701.99.90 atau perubahannya.
Rekomendasi Persetujuan Impor Gula adalah surat yang
memuat keterangan teknis untuk mendapatkan
persetujuan impor gula.

Perusahaan Industri Gula adalah perusahaan industri
yang memproduksi Gula Kristal Rafinasi dan/atau Gula
Kristal Putih sesuai dengan Izin Usaha Industri yang
dimiliki.

Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi
sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri yang
dimiliki oleh  Perusahaan Industri Gula yang

bersangkutan.

Kapasitas Produksi adalah kemampuan produksi gula
sesuai kapasitas mesin dan peralatan yang dimiliki yang
dihitung berdasarkan jumlah produksi maksimal selama

satu tahun.

Kapasitas Giling adalah kemampuan pabrik gula untuk
menggiling tebu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari
waktu produksi 1 (satu) tahun yang dihitung dalam ton
tebu.

Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
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10.

11.

12.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data
dan/atau informasi industri.

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran
dokumen  persyaratan permohonan  Rekomendasi
Persetujuan Impor Gula.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melakukan pembinaan industri gula di Kementerian
Perindustrian.

Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan

industri gula di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PEMANFAATAN BAHAN BAKU GULA KRISTAL MENTAH

Pasal 2

Perusahaan Industri Gula memanfaatkan Gula Kristal
Mentah sebagai bahan baku untuk memproduksi Gula
Kristal Rafinasi dan/atau Gula Kristal Putih.

Gula Kristal Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari hasil produksi dalam negeri
atau impor.

Perusahaan Industri Gula harus memanfaatkan Gula
Kristal Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan

bahan baku tebu dari dalam negeri.

Pasal 3
Perusahaan Industri Gula baru dan Perluasan harus
terintegrasi dengan perkebunan tebu.
Perkebunan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus merupakan milik sendiri dan/atau merupakan

pola kemitraan dengan petani.

Pasal 4
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Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi paling sedikit
kebutuhan 20% (dua puluh persen) bahan baku sesuai
Kapasitas Giling dengan memanfaatkan bahan baku tebu
yang bersumber dari perkebunan tebu yang terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi Perusahaan Industri Gula dengan
Izin Usaha Industri yang diterbitkan setelah tanggal 25
Mei 2010.

Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara bertahap harus meningkatkan
penggunaan bahan baku tebu dalam negeri dalam proses

produksinya.

BAB III
PENYEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA

Pasal 5

Perusahaan Industri Gula baru dan Perluasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan fasilitas berupa

penggunaan bahan baku Gula Kristal Mentah yang berasal

dari impor untuk jangka waktu tertentu.

(1)

(2)

Pasal 6
Impor Gula Kristal Mentah oleh Perusahaan Industri
Gula baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diberikan untuk jangka waktu:
a. 7 (tujuh) tahun bagi Perusahaan Industri Gula yang
berada di luar Pulau Jawa; dan
b. 5 (lima) tahun bagi Perusahaan Industri Gula yang
berada di Pulau Jawa.
Besaran impor Gula Kristal Mentah dikurangi secara
bertahap sampai dengan berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
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(1)

Tahapan pengurangan besaran impor Gula Kristal

Mentah bagi Perusahaan Industri Gula sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.

tahun pertama memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula
Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 90% (sembilan puluh persen) Kapasitas
Produksi;

tahun kedua memanfaatkan bahan baku tebu untuk
memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula Kristal
Mentah yang berasal dari impor untuk memenuhi
85% (delapan puluh lima persen) Kapasitas
Produksi;

tahun ketiga memanfaatkan bahan baku tebu untuk
memenuhi paling sedikit 40% (empat puluh persen)
Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula Kristal
Mentah yang berasal dari impor untuk memenuhi
80% (delapan puluh persen) Kapasitas Produksi;
tahun keempat memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 55% (lima puluh
lima persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan
Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 72,5% (tujuh puluh dua koma lima
persen) Kapasitas Produksi;

tahun kelima memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula
Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 65% (enam puluh lima persen) Kapasitas
Produksi;

tahun keenam memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 80% (delapan puluh
persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula

Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
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memenuhi 60% (enam puluh persen) Kapasitas
Produksi; dan
g. tahun ketujuh memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 90% (sembilan
puluh persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan
Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 55% (lima puluh lima persen) Kapasitas
Produksi.
Dalam hal Perusahaan Industri Gula tidak dapat
menyediakan bahan baku tebu sesuai persentase
Kapasitas Giling sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
besaran persentase yang tidak dicapai menjadi
pengurang besaran persentase impor Gula Kristal
Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Besaran Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan ketersediaan Gula Kristal Mentah berdasarkan
neraca produksi dan kebutuhan gula pada tahun

berjalan.

Pasal 8

Tahapan pengurangan besaran impor Gula Kristal

Mentah bagi Perusahaan Industri Gula sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. tahun pertama memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula
Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 90% (sembilan puluh persen) Kapasitas
Produksi;

b. tahun kedua memanfaatkan bahan baku tebu untuk
memenuhi paling sedikit 35% (tiga puluh lima
persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula
Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 82,5% (delapan puluh dua koma lima

persen) Kapasitas Produksi;
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(2)

(3)

(1)

(2)

c. tahun ketiga memanfaatkan bahan baku tebu untuk
memenuhi paling sedikit 50% (lima puluh persen)
Kapasitas Giling dan memanfaatkan Gula Kristal
Mentah yang berasal dari impor untuk memenuhi
75% (tujuh puluh lima persen) Kapasitas Produksi;

d. tahun keempat memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan
Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 62,5% (enam puluh dua koma lima
persen) Kapasitas Produksi; dan

e. tahun kelima memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 90% (sembilan
puluh persen) Kapasitas Giling dan memanfaatkan
Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk
memenuhi 55% (lima puluh lima persen) Kapasitas
Produksi.

Dalam hal Perusahaan Industri Gula tidak dapat

menyediakan bahan baku dari perkebunan tebu sesuai

dengan persentase Kapasitas Giling sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), besaran persentase yang tidak
dicapai menjadi pengurang besaran persentase impor

Gula Kristal Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Besaran Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai

dengan ketersediaan Gula Kristal Mentah berdasarkan
neraca produksi dan kebutuhan gula pada tahun

berjalan.

Pasal 9
Impor Gula Kristal Mentah oleh Perusahaan Industri
Gula yang melakukan Perluasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak dilakukannya Perluasan.
Besaran impor Gula Kristal Mentah terhadap Perusahaan

Industri Gula yang melakukan Perluasan dikurangi
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secara bertahap sampai dengan berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tahapan pengurangan besaran impor Gula Kristal

Mentah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sebagai berikut:

a. tahun pertama memanfaatkan bahan baku tebu
untuk memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) Kapasitas Giling dari Perluasan dan
memanfaatkan Gula Kristal Mentah yang berasal
dari impor untuk memenuhi 85% (delapan puluh
lima persen) Kapasitas Produksi dari Perluasan;

b. tahun kedua memanfaatkan bahan baku tebu untuk
memenuhi paling sedikit untuk 60% (enam puluh
persen) Kapasitas Giling dari Perluasan dan
memanfaatkan Gula Kristal Mentah yang berasal
dari impor untuk memenuhi 70% (tujuh puluh
persen) Kapasitas Produksi dari Perluasan; dan

c. tahun ketiga memanfaatkan bahan baku tebu untuk
memenuhi paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen) Kapasitas Giling dari Perluasan dan
memanfaatkan Gula Kristal Mentah yang berasal
dari impor untuk memenuhi 65% (enam puluh lima
persen) Kapasitas Produksi dari Perluasan.

Dalam hal Perusahaan Industri Gula tidak dapat

menyediakan bahan baku dari perkebunan tebu sesuai

persentase Kapasitas Giling sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), besaran persentase yang tidak dicapai menjadi
pengurang besaran persentase impor Gula Kristal

Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Besaran Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai

dengan ketersediaan Gula Kristal Mentah berdasarkan
neraca produksi dan kebutuhan gula pada tahun

berjalan.

Pasal 10
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-10-

Perusahaan yang akan mengajukan Izin Usaha Industri
sebagai Perusahaan Industri Gula dapat melakukan
impor Gula Kristal Mentah dalam rangka uji coba
kegiatan produksi.

Perusahaan Industri Gula dapat melakukan impor Gula
Kristal Mentah dalam rangka pengujian pemenuhan
standar produk.

Besaran impor Gula Kristal Mentah untuk uji coba
kegiatan produksi dan pengujian pemenuhan standar
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Impor atas Gula Kristal Mentah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan melalui
persetujuan impor dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.

Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Impor

Gula yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Gula

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan

berdasarkan:

a.

(1)

neraca produksi dan kebutuhan gula di dalam negeri
pada tahun berjalan; dan/atau

kemampuan Perusahaan Industri Gula yang
bersangkutan dalam produksi dan pengembangan

industri gula yang terintegrasi dengan perkebunan tebu.

Pasal 13
Perusahaan Industri Gula yang menggunakan Gula
Kristal Mentah yang berasal dari impor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 harus menyusun rencana usaha
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pengembangan pabrik gula yang terintegrasi dengan
perkebunan tebu.

Rencana usaha pengembangan pabrik gula yang
terintegrasi dengan perkebunan tebu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan
target pemenuhan bahan baku tebu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9.

Pasal 14

Perusahaan Industri Gula yang akan melakukan impor Gula

Kristal Mentah wajib memiliki fasilitas produksi sesuai dengan

kebutuhan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia

untuk Gula.

BAB IV

PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR GULA

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Rekomendasi Persetujuan Impor Gula sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan berdasarkan
permohonan dari Perusahaan Industri Gula atau
perusahaan yang akan mengajukan Izin Usaha Industri
sebagai Perusahaan Industri Gula.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
disampaikan oleh Perusahaan Industri Gula baru dan
Perluasan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung

berupa:

a. fotokopi Izin Usaha Industri;
b. fotokopi Izin Perluasan apabila Perusahaan Industri
Gula memiliki Izin Perluasan;

c. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
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(4)
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d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. daftar isian dengan menggunakan format tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

f.  rencana usaha (business plan) pengembangan pabrik
gula yang terintegrasi dengan perkebunan tebu;

g. laporan pelaksanaan rencana usaha (business plan)
yang telah dijalankan;

h. laporan realisasi penyaluran gula berdasarkan jenis
produk beserta faktur pajak;

i. fotokopi Surat Persetujuan Impor Gula Kristal
Mentah yang terakhir bagi pemohon yang telah
mendapatkan persetujuan impor Gula Kristal

Mentah;

j- fotokopi Kartu Kendali Impor Gula Kristal Mentah

yang terakhir;

k. surat pernyataan dengan menggunakan format
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

L. pakta integritas pelaksanaan rencana usaha
(business plan) dengan menggunakan format
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan

m. rekapitulasi kepemilikan kebun dan/atau kemitraan
dengan menggunakan format tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

disampaikan oleh perusahaan yang melakukan impor

Gula Kristal Mentah dalam rangka uji coba produksi dan

pengujian pemenuhan standar produk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung berupa:

a. fotokopi API-P;

b. fotokopi NPWP;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

13 2017, No.460

c. daftar isian dengan menggunakan format tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. surat pernyataan dengan menggunakan format
tercantum dalam lampiran I[II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan

e. fotokopi Izin Usaha Industri untuk Perusahaan
Industri Gula yang mengajukan impor Gula Kristal
Mentah untuk pengujian pemenuhan standar

produk.

Pasal 16

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit
Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian.
Terhadap permohonan yang lengkap, UP2 menyampaikan
berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam
jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang
lengkap diterima.

Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas
kebenaran dari permohonan yang disampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktur
Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor
Gula dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu S (lima)
hari kerja setelah penyampaian permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Rekomendasi Persetujuan Impor Gula sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali

pengajuan persetujuan impor.

Pasal 18
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(1) Permohonan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor
Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
ditolak dalam hal:

a. dokumen pendukung tidak benar;

b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen
permohonan dengan peraturan perundang-
undangan atau hasil klarifikasi; dan/atau

c. dasar pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor
Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Penolakan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor
Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Direktur dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja
setelah penyampaian permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19
Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 serta penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor
Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau penolakan
penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Gula
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui
SIINas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang tentang
Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi,
Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem
Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1212).
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BAB V
VERIFIKASI

Pasal 20

Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor Gula harus

terlebih dahulu melalui Verifikasi yang dilakukan oleh

lembaga Verifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam rangka:

a. menilai kebenaran dokumen permohonan
Rekomendasi Persetujuan Impor Gula sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15;

b. memeriksa kebenaran laporan pelaksanaan impor
gula; dan

c. melakukan wvalidasi atas kepemilikan kebun
dan/atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertakan sebagai persyaratan permohonan

Rekomendasi Persetujuan Impor Gula sejak tahun kedua.

Pasal 21
Perusahaan yang akan mengajukan permohonan
Rekomendasi Persetujuan Impor Gula meminta lembaga
Verifikasi untuk melakukan Verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.
Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga Verifikasi dapat melakukan

kunjungan lapangan.

Pasal 22

Menteri menunjuk lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.

(1)

Pasal 23
Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi yang
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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dikeluarkan oleh lembaga Verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.

Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan sebagai persyaratan permohonan
Rekomendasi Persetujuan Impor Gula sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VI
LAPORAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

Perusahaan Industri Gula yang melakukan impor Gula

Kristal Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

wajib menyampaian laporan realisasi impor Gula Kristal

Mentah kepada Direktur Jenderal paling lambat pada

tanggal:

a. 15 November untuk periode produksi mulai tanggal
1 Mei sampai dengan 31 Oktober pada tahun
berjalan; dan

b. 15 Mei untuk periode produksi mulai tanggal 1
November tahun sebelumnya hingga 30 April pada
tahun berjalan.

Perusahaan dan Perusahaan Industri Gula yang
melakukan impor Gula Kristal Mentah dalam rangka uji
coba produksi dan pengujian pemenuhan standar produk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Tharus
menyampaikan realisasi impor Gula Kristal Mentah
paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
persetujuan impor.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 25
Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap
pemanfaatan Gula Kristal Mentah yang berasal dari
impor sesuai Rekomendasi Persetujuan Impor Gula yang

diterbitkan.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ditemukan pelanggaran yang
dilakukan oleh perusahaan pemilik Rekomendasi
Persetujuan Impor Gula, Direktur Jenderal dapat
menolak penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor
Gula berikutnya.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Lembaga  Verifikasi yang  melakukan = Verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib
menyampaikan laporan atas pelaksanaan Verifikasi
mulai tanggal 1 November tahun sebelumnya sampai
dengan tanggal 31 Oktober pada tahun berjalan paling
lambat pada tanggal 15 November kepada Direktur
Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan Verifikasi dan laporan yang disampaikan

oleh lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 28
Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan ketidaksesuaian
antara pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh
lembaga Verifikasi dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini, Direktur Jenderal merekomendasikan
pencabutan penunjukan lembaga Verifikasi dimaksud

kepada Menteri.
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(2)
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Pencabutan penunjukkan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN [
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDAST PERSETUJUAN IMPOR GULA

A. Format Permohonan Rekomendasi untuk Perusaliaan Industri Gula
Baru dan Perluasan

KOP PERUSAHAAN

Nomor
Lampiran
Hal

Kepada Yth.
Direktur Jenderal

di.
Jakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraniran Menteri Perindustrian Nomor
...... tentang TFasilitas Mempercleh Bahan Bakun dalam rangka
Pembangunan Industri Gula dimana untuk memipercleh persetujuan impor
harus terlebih dahulu memiliki Rekomendasi Persetujuan Impor Gula,
dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi dimaksud dengan
data sebagai berikut,

1. Nama Pérusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Rencana Impor

N, Jernig Volume Pos Tarif H8

Kami lampirkan pula dekumen persvaratan sebagai berikut:

fotokopi Izin Usalia Industri;

fotokopi Izin Perluasan;

fotokopi API-P;

fotokopi NPWP;

daftar isian;

rencana usaha;

laporan pelaksanaan rencana usalia;

laporan realisasi penyaluran gula beserta faktir pajak;

fotokopi Surat Persetijuan Impor Gula Kristal Mentah yang (erakhir;

L0 N LT RN
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10. fotokopi Kartu Kendali Impor Gula Kristal Mentali yang terakhir;

11. surat pernyataan;
12; pakta integritas; dan
13. rekapitulasi kepemilikan kebun dan/atau kemitraan.

Demikian, atas bantuan dan persenijuan yang diberikan, kami sampaikan
terima kasih

RN | ) B

Naina dan tanda tangan

B. Format Permochonan Rekomendasi dalam rangka Uji Coba Produksi dan
Pengujian Pemenuhan Standar Produk

KOP PERUSAHAAN

Nomior
Lampiran
Hal

Kepada Yth.
Direktur Jenderal

Sesuai dengem ketentuan dalam Peraniran Menteri Perindustrian Nomor
...... tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka
Pembangunan Industri Gula dimana untuk meniperoclel peisetujuan impor
harus terlebih dabhulun memiliki Rekomendasi Persetujuan Impor Gula,
dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi dimaksud dengan
data sebagai berikut,

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Pemisahaan
3. Rencana Impor

Na, Jeriis Valume Pos Tarif HS

Kami lampirkan pula dokumen persyvaratan sebagai berikut:

fotokopi API-P;

fotokopi NPWP;

dafrar isian;

surat pernyataan; dan

fotokopi Izin Usaha Industri (apabila mengajukan dalam rangka pengujian
pemenuhan standar produk #).

G oo =
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Demikian, atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sanpaikan
terima kasih

Nama dan tanda tangan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

td

AIRLANGGA HARTARTO
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LAMPIRAN II

-292-

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

FASILITAS MEMPEROLEH

BAHAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA

BAIKU

DALAM RANGEKA

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR GULA

3.

6.

Nama
(Contact Person)

Jabatan

Nama Perusahaan

Status Badan Hukum

Alamat

- Kantor
Kelurahan
Kecamatan
Kode Pos
Telepon
Faksinili
Website

- Pabrik
Kelurahan
Kecamatan
Kode Pos
Telephone
Faksimili
Website

Dokumen Perizinan
- UL

- TDP

- NPWP

{1) Swasta Nasional
(2) PMDN

(3) PMA %

# pilih salah satu

7. Rencana [mpor Gula periodg ......... sampai dengan

No. | Negara Asal

Jenis Gula

Pos Tarill HS

Pelabuhan
Bangkar

Total

*) Bagi Perusahaan Industri Gula
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8, Realisasi lmpor Gula periode ......... sampai dengan ........
a, Tahuon.....
Nev, Negara Asal | Jenis Gula Pos Taril HS Jumlah Pelabghaﬁ
Bongkat
L
2
‘ Total
b. Tahun.....
No. | Negara Asal | Jenis Gula | PosTaril HS Jumlah Pelabuhan
Baongkar
L
2
Total
9, Realisasi Produksi Gula periode ......... sampai dengan ........ #
a. Tahun .....
No, Jenis Gula (GKR/GKF) Jumlah (ton)
1
2
Total
b. Tahun ...
- Na, Jenis Gula (GEKR/GKF) Jumlah (ton)
1
2
Total
............. s emvenpenneee 20,
Tanda Tangan Pemohon
dan Cap Perusahaan
(oo e et )
Jabatan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO
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LAMPIRAN [T
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Kariti yang ertanda tangan o bawal i

Nama Penanggung Jawal

Jabatan ]

Nama Perusahaan

Alamat Kantdr

Alamat Pabrik

Nomor Telepeon

Nommor Fax

Dengait int menyatakarn:

1. bersedia diperiksa atas kebenaran dokumen dan fisik; dan

2, Gula Kristal Mentah yang diimpor tidak wuntiuk diperjualbelikan atan
dipindahtanganksn

Demikian surat pernyataan ini karmi buat dengan sebenarnya. Apabila melanggar
ketentuan tersebut, maka lasilitas yang telah kami peralelt dapat dibatalkan /dicabut.

v e 20...

............. ,

Tanda Tangan Pemshen
dan Cap Perusaliaan

Jabatan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESITA,

ttd

ATRLANGGA HARTARTO
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LAMPIRAN [V
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya vang bertanda tangan di bawali ini;

Narna :

Nomer ldentitas Pegawai :

Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. akan fenggiinakan tebu sebagal bahan baku pabrik gula sesuai dengan rencana
uszlia (business plan) yang telah kami hust; dan

2. apabila peningkatan penggunaan bahan baku tebu tidak sesuai dengan rencana
usalia (biusiness plan), kami bersedia dikeriskan sanks) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari siapapun serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

....... ] & S

Tanda Tangan Pemchen
dan Cap Perusaliaan

Jabstan

MENTERL PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN

BAIKU
PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA

DALAM RANGEKA

FORMAT REKAFITULASI KEPEMILIKAN KEBUN/EKEMITRAAN

KOP PERUSAHAAN

RERAPITULAS! KEPEMILIKAN KEBUN/KEMITRAAN
A. Kebun Sendiri:

Luasg Lahan ; ha
Proyeksi Prodiukst Teliu Ton
B. Kemitraan,
No | Nama Petani Lekasi Lisas: Aveal PI‘(Dy?kSl Produlesi Ket.
(ha) Tebu (Ton)

Demikian rekapitulasi kepemilikan kebun dan kemitraan dengan petani tebu kami

buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran kami bersedia
untuk diberikan sanksi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Tanda Tangan Pemohon
dan Cap Perusahaarl

Jabatan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO
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LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA

FORMAT REKROMENDASI PERSETUJUAN IMPOR GULA

A. Format Rekomendasi Persetujuai Impor Gula untuk Perusahaan Industri

Gula Baru dan Perluasan

Nomor ; Jakarta, ....... Vi e s \
Lampiran
Perihal :  Rekomendasi Persetujuan
Impor Gula
Yih
Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan

Di -
JAKARTA
Sehnbungan dengan sural permohonan PT. .... No. ... tanggal ... perihal
tersebut di atas dan kelengkapan data yang kami terima tanggal ....., bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan

Alamat

Bidang Usaha

Kapasitas Produksi/Tahun

PI Gula Kristal Mentah Terakhir
Izin linpor berlakn s/d

Realiasi Impor Gula Kristal Mentah
Realisasi Prodiuksi

Menggunakan Gula Kristal Mentah
Rencana Produksi 6 bulan ke depan
Kebutuhan Gula Kristal Mentah
HGU Areal Tebu

Kemitraan Areal Tebu

Rencana Penjualan Gula Kristal
Ralinasi (6 bulan terakliir)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kepada PT . ....cooeoenn. kami
merekomendasikan untuk memperoleh persetujuan impor Gula Kristal Mentah
dengan pos taril ........... sebesar ..... Ton.
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Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami samipaikan terima
kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan:

. Menteri Perindustrian;

. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustiian;
. Ingpektur Jenderal, Kementerian Perind ustrian;
. Sekretaris Direktorat Jenderal ...

. Direktur Industri ...;

o Ul A oD

p:\

Format Rekomendasi Persetujuan Impor Gula dalam rangka Uji Coba
Kegiatan Produksi dan Pengujian Pemenuhan Standar Produk

Nomor : Jakarta, .......,eovieerann,
Lampiran
Perihal . Rekomendasi Persetiuan
Impor Gula
Yih
Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Di -

JAKARTA

Sehubungan dengan surat perinohonan PT. ... No. ... tanggal ... perilial
tersebut di atas dan kelengkapan data yang kami terima tanggal ....., bersama
ini kami sampaikan hal-lial sebagai berikut:

Nama Perusaliaan

Alamat

Bidang Usaha

Kapasitas Produksi/Tahun
Menggunakan Gula Kristal Mentah
Kebutuhan Gula Kristal Mentah
HGU Areal Tebu

Kemitraan Areal Tebu

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyelesaian proyek, PT ..o,
membutuhkan Gula Kristal Mentah uontuk keperluan uji coba kegiatan
produksi dan/atau untuk keperluan Serfifikasi Produk Pengguna Standar
Tanda Nasional Indonesia (SPPT SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-
3140.2.2011) sebesar ....o.u.uu. ton.
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Demikian, atas perhatian dan ketjasama Saudara kami sampaikan terima
kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;

2. Sekretaris Jenderal, Rementerian Perindustrian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal ...;

5. Direktur Industri ...:

6. Direktur PT......

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ATRLANGGA HARTARTO



